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DASAR HUKUM

ÅUndang-Undang RepublikIndonesiaNomor 36 Tahun2008 TentangPerubahanKeempatAtas Undang-

UndangNomor7 Tahun1983 TentangPajakPenghasilan

ÅUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor42 Tahun2009 TentangPerubahanKetiga AtasUndang-Undang

Nomor8 Tahun1983 TentangPajakPertambahanNilai BarangDanJasaDanPajakPenjualanAtasBarang

Mewah

ÅPeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor16 Tahun2018 TentangPengadaanBarang/JasaPemerintah

ÅPeraturanMenteri KeuanganRepublikIndonesiaNomor32/PMK.02/ 2018 TentangStandarBiaya Masukan

TahunAnggaran2019

ÅPeraturanMenteri Keuangan(PMK)RepublikIndonesiaNo. 164/PMK.05/ 2015 tentang PerjalananDinas

LuarNegeri

ÅPeraturanMenteri Keuangan(PMK)RepublikIndonesiaNo. 113/PMK.05/ 2012 tentang PerjalananDinas

DalamNegeri

ÅPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

PembayaranAnggaranPenelitianBerbasisStandarBiayaKeluaranSubKeluaranPenelitian



KOMPONEN PENGGUNAAN DANA DALAM PENELITIAN 
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Honorarium
Biaya Bahan 
HabisPakai

Biaya
Perjalanan

Dinas

Biaya
Operasional

lainnya



HONORARIUM ...

Honorarium dapat dibayarkan berupa Honorarium Penunjang

Penelitian/Perekayasaanyaitu Honorariumyang diberikan kepada seseorangyang

diberi tugasuntukmenunjangkegiatanpenelitian/perekayasaanyang dilakukanoleh

fungsionalpeneliti/perekayasasebagai pembantupeneliti/ perekayasa,koordinator

peneliti/ perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas

survei,dan pembantulapanganberdasarkansuratperintahpejabat yang berwenang.

(PeraturanMenteri KeuanganRepublikIndonesiaNomor 32/PMK.02/ 2018 Tentang

StandarBiayaMasukanTahunAnggaran2019)



BIAYA BAHAN HABIS PAKAI ...

Belanjabarang habispakai berupaATK,Fotocopi,suratmenyurat,penyusunan

laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan

laboratorium,langgananjurnal,konsumsi,biaya seminar.



BIAYA PERJALANAN DINAS ...

BiayaPerjalananDinasberuoabiaya survey/samplingdata, biaya akomodasi,

uangharian,transport.



BIAYA OPERASIONAL LAINNYA ...

Biaya operasionallainnya berupa sewaperalatan/mesin/ruanglaboratorium,

kendaraan,kebunpercobaan,peralatanpenunjangpenelitianlainnya.



DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK BELANJA 

INVESTASI/MODAL, SEPERTI KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, 
MEUBELAIR, DAN LAIN-LAIN



BENTUK BUKTI PENGADAAN/KONTRAK

ÅBuktipembelian/ pembayaran, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak 

Rp10.000.000,00

ÅKuitansi, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00

ÅSurat PerintahKerja(SPK), digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak 

Rp100.000.000,00, Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 

sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai 

paling banyak Rp200.000.000,00

ÅSurat perjanjian, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling 

sedikit di atas Rp200.000.000,00 dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas 

Rp100.000.000,00

ÅSurat pesanan, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko 

daring



PERTANGGUNGJAWABAN HONORARIUM

ÅDaftar honorarium yang memuat nama penerima, NIP, NPWP, golongan, 

volume, satuan, jumlah bruto, PPh Pasal 21, Jumlah netto, tanda tangan/nomor 

rekening.

ÅBukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan E-Billing.

ÅSurat Keputusan



CONTOH DAFTAR HONORARIUM



PERTANGGUNG JAWABAN BAHAN HABIS PAKAI
ÅBelanja dapat berupa bahan habis pakai, ATK, bahan kimia, sewa, konsumsi, dan lain-lain.

ÅKelengkapan terdiri dari kuitansi, daftar serah terima barang, daftar hadir (untuk belanja konsumsi), dan lain-lain.

ÅBelanja dilakukan dengan penyedia barang dan jasa baik perorangan maupun, CV, PT, dan perusahaan. Tidak diperkenankan membeli

barang dan jasa dengan perorangan yang berstatus PNS.

ÅBukti pengadaan barang dan jasa mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 28 

ayat 1.

ÅUntuk pengadaan barang, dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- Belanja barang dengan nilai kuitansi dibawah Rp. 1.000.000, tidak dikenakan pajak  apapun

- Belanja barang dengan nilai kuitansi Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000, hanya dikenakan PPN 10%

- Belanja barang dengan nilai kuitansi di atas Rp. 2.000.000, dikenakan PPN 10% dan PPh Pasal 22 tarif 1,5%

ÅUntuk pengadaan jasa, dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- Belanja barang dengan nilai kuitansi dibawah Rp. 1.000.000, dikenakan PPh Pasal 23 tarif 2%

- Belanja barang dengan nilai kuitansi Rp. 1.000.000 ke atas, dikenakan PPN 10% dan PPh Pasal 23 tarif 2%

ÅPembayaran pajak dilakukan dengan membuat E-Billing



CONTOH KUITANSI

Nomor  :           

Tanggal:  

KWITANSI

Sudah Terima dari  : KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Banyaknya                 
:

***.......................................................................... ***

Untuk Pembayaran  : Biaya pembelian .................................................

dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Harga Total

1 Barang ......... 1 Unit ................ ..................

Total Nilai sebelum PPN ..................

PPN 10 % ..................

Biaya Kirim dan Packing ..................

Total ..................

PT. .................................

............................................

Rp. .................................



PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

ÅRincian Biaya Perjalanan Dinas yang memuat perincian biaya perjalanan (uang harian (sudah termasuk uang 

makan, uang saku dan transport lokal), biaya transportasi, biaya penginapan) ditandatangani oleh yang 

bersangkutan 

ÅKuitansi sesuai dengan jumlah biaya perjalanan dinas yang termuat dalam rincian biaya perjalanan dinas 

(poin a) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan 

ÅDaftar Pengeluaran Biaya Riil, untuk mempertanggungjawabkan bukti yang tidak bisa dilampirkan (contoh: 

taxi, ojek, bis, travel, dll) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 

ÅSurat Tugas 

ÅSurat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) dan ditandatangani oleh pejabat dari tempat yang dituju/ didatangi/setempat 

ÅTiket (pesawat, kereta api, kapal laut), airport tax, boarding pass (jika menggunakan pesawat udara)

ÅBukti penginapan jika bermalam 



CONTOH SURAT PERJALANAN DINAS



Format SPD
Halaman 1

Pada Keterangan lain -lain dicantumkan Nomor dan 
tanggal Surat Tugas



Format SPD
Halaman 2

Untuk PDJ yang biayanya dibebankan 
pada DIPA Pelaksana SPD 

ditandatangani oleh Kepala Satker atau 
Pejabat yang ditunjuk pada instansi 

Pelaksana SPD

Untuk PDJ yang biayanya dibebankan 
pada DIPA Satker Penyelenggara, tidak 

perlu  ditandatangani oleh Kepala 
Satker atau Pejabat yang ditunjuk atau 

Atasan  Pelaksana SPD



CONTOH 

RINCIAN 

PERJALANAN 

DINAS


